
timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, 

dan latar belakang kebudayaan sese orang. 

Adapun maksud d . '. . arl prlnslp-prlnsip ini adalah' 
a. Memaksimalkan nil . . . ru perseroan bagi pemegang saham dengan 

~~a merungkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat 
lpercaya, bertan . 

m 'Iiki' d . ggung Jawab, dan adil agar perusahaan 
eml aya saln k . inte' g yang uat, balk secara nasional maupun 

rnaslOnal serta d d' . menduk' engan emlkian menciptakan iklim yang 
ung lnvestasi' 

b. Mendorong pen 1'1 
transpar d ge. ~ aan perseroan secara profesional , 

an an eflslen st' d 
meningkatk k er a memberdayakan fungs1 an 
RUPS' an emandirian dewan komisaris direksi dan , ' 

c. Mendorong agar 
d 

pemegang s h . is an anggot d' . a am, anggota dewan kOID1Sar , 
a Ireksl dal d n 

menjalankan t' dak am membuat keputusan a 
In an dil . . . 

dan kepatuh andasl oleh nilai moral yang tlnggI 
an terhada yang berlaku p peraturan perundang-undangan 

sertakesad b 
sosial persero aran akan adanya tanggung jawa 

( an terhadap 'h . n 
stakeholders) PI ak-pihak yang berkepentlng

a 

maupun kel' . k ·tar 
perseroan. estarlan lingkungan dl se 1 

Hadiriny 
ang Baya muliakan , 

Implelllentasi k 
Go a an p · l 
D'IIernance di dahun T rlnsiP-Prinsip Good FinancitJ 

I Indonesia ata Peraturan Perundang-UndaJlgaJl 

Sebelum kit 
terlebih d a mengkaji lb' i 

dim 
ahulu bahw e lh lanjut sebaiknya kita paha.

lll 

aksud dal a peratur ng 
di dal am pembah an perundang-undangan ya. 

am Pasal 7 asan ini dId' tOr aYat 1 U a a ah sebagaimana yang la. 
64 ndang-Undang No. 12 Tahun 2011 tenta.

pg 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu jenis dan 
hierarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 
UUD RI 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; 
Peraturan Daerah Propinsi; juga Peraturan Daerah Kabupaten 
atau Kota. Adapun implikasi daripada prinsip-prinsip good 
governance dalam peraturan perundang-undangan, khususnya 
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara tersebut 

adalah sebagai berikut: 
Pertama, UUD 1945; Pembukaan UUD 1945. Dalam 

Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat yang intinya 
memuat sebagai berikut, untuk membentuk suatu Pemerintah 
N egara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan 
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia!. Alinea 
keempat dari UUD 1945 mengandung arti prinsip-prinsip 
demokrasi, prinsip negara hukum, dan juga atas perlindungan 

hak asasi manusia. 
Kedua, Batang Tubuh pada UUD 1945. Adapun ketentuan 

dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip good 

financial governance adalah sebagai berikut: Pasal23, Pasal 23E, 

Pasal 23 A, Pasal 23 C, Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4. 
Ketiga, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Adapun ketentuan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 
2003 yang memuat prinsip-prinsip good financial governance 

sebagaimana diatur dalam Pasal3 ayat 1, yang meliputi: Keuangan 
negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas-
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asas tersebut selaras d .... . engan prlnslp-pnnslp good governance 
sebagmmana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 
~ntan~ Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

OruPSl, Kolusi, dan Nepotisme. 
Keempat Und U 

P 
. ' ang- ndang No. 32 Tahun 2004 tentang 

emerlntahan Daer h Ad 
Und N 

a. apun ketentuan dalam Undang-
ang o. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mana mengatur mengen' . . 
sedasar d " m prlnslp-prinsip good governance yang 

engan prmslp pr' . 
dalam Pasal20 - . Inslp good financial governance diatur 

, yang mehputi' k . 'b penyelengg . asas epastIan hukum, as as tertl 
ara negara asas k . 

asas proporsionalit' epentmgan umum, asas keterbukaan, 
efIsiensi dan ~' asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas 

, asas elektivit As 
asas penyelenggar as. as-asas tersebut berpedoman pada 
Undang-Undan N

aan 
negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

N g o. 28 Tah 19 n egara yang B' un 99 tentang Penyelenggaraa 
. erSlh dan B b' . d NepotlSme. e as darl Korupsi, Kolusl, an 

Kelima, Yaitu Und 
Perbendahara N ang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang 
k an egara U d S 
esatuan, asas un' .' n ang-Undang ini mengaDut asa 

a Iversahtas . l't s 
sas profeSionalit ' asas tahunan, dan asas spesla la, 
d as, asas k t b g se asar dengan pri' . e er ukaan dan akuntabilitas yan 

K nSlp-prlnsi . 
~enam, Yaitu Und p good flnancial governance. 

Pemerlksaan Pe ang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang 
Keuan ngelolaan d . ban 

gan Negara P an Juga Pertanggungjawa 
diatur dal . engelolaan k . ana am undan euangan negara sebagaun 
taat P d g-Undang' . 'ball a a peraturan Inl menganut asas ketertertl ' 
efektif d perunda is, 
d 

' an transpar ng-undangan efisien ekonoJll 
an ke t an, den " d'lall 

pa utan seda gan memperhatikan rasa kea 1 
governance Sar dengan p" .. r ncia1 

. rlnslp-prlnslp good ,l,na 

Ketujuh U 
Perhnb ' ndang_ U d g 

angan Ke nang No. 33 T h 2004 tentan 
uangan a un d ~ 

antar p. t a J
• 66 a emerlntahan Pusa 

Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan Undang-Undang No. 
33 Tahun 2004 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip good 
financial governance yang sedasar dengan prinsip-prinsip good 
governance diatur pada Pasal 66 ayat 1 yang meliputi: keuangan 
daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang
undangan, efisien, ekonomis, dan juga efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat. 

Kedelapan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksaan Keuangan. Undang-undang ini menganut 
asas kebebasan, kemandirian, dan juga akuntabilitas, tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatutan yang selaras dengan prinsip-prinsip good financial 

governance. 
Kesembilan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun ketentuan 
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengatur 
mengenai adanya prinsip-prinsip good financial governance yang 
sedasar dengan prinsip-prinsip good governance diatur dalam Pasal 
4 ayat 1, yang meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat 
kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek 
keadiIan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan 
demikian, wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang 
bertumpu pada tatanan good governance (yang dewasa ini telah 
menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero 
dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah 
pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: solid, bertanggung 
jawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan dengan cara 
partisipatif (Soekarwo, 2005:70). Hal tersebut merupakan prasyarat 
untuk terciptanya clean governance. Berkaitan dengan hal tersebut 
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nyatalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana 
mengatur mengenai p I I k . ' enge 0 aan euangan negara dl IndonesIa 
telah memenuhi prin' " . slp-prlnslp good financial governance. 

Hadirin yang saya hormati , 

Pada awal abad 21 " 
t h d 

' organlsasl (perusahaan) sangat concern 
er a ap 4 (empat) hi' C tId a , yaltu Risk Management, Governance, 
on ro an AssurancelC 1 . . mengal . k onsu tzng. Profesi auditor internal Juga 

ami per emban k Enron & n1 Id gan eu up berarti sejak munculnya kas
us 

nor com tah 200 dunia usaha M ki un 1 yang menghebohkan kalang
an 

. es pun rep t . k oleh berba . k U asl auditor internal sempat terpuru 
gal asus kola b t 

yang melibatk psnya beberapa perusahaan terse U 
an peran aud' t 1 ternyata semakin h' lor, namun profesi auditor intern

a 

. . arl semaki d'h' . . S at lnl profesi audit . n I argal dalam organlsasl. a 
. or Internal t . . 

kinerja entitas at Go urut berperan dalam implementaSl 
~ ~C . 

perusahaan baik orporate Governance (GCG) di berbag
al 

, swasta BUM . . 
organisasi pemer' t h' N maupun asing terroasuk klnerJa 

Ina an. 
Profesi internal aud' t . . 

waktu ke waktu M I or Juga mengalami perkembangan darl 
L . enurut "p k ". 
nternational Sta d rofessional Practices Framewor . 

Ad' nards for Th p 0,1 u zt, Institute of 1 e rofessional Practice of Intern 
m nternal A d' .. g erupakan suatu akt.. . u ztors (2004), internal aUdl,tzn 
ke k' IVltas lnd d . . an ya lnan serta k epen en, yang memberikan JaJllln 
memb . onsultasi ( tug . erikan suatu nil . consulting) yang dirancang un 
(zmpn ) k at tambah (t tkan ave egiatan . 0 add value) serta meningka 
orga" operasl or . ttl nIsaSI dalam ganlsasi. Audit Internal roeJllb

aJl 

memb 'k usaha m ra. erl an Suatu pend eneapai tujuannya dengan ca 
7~~geValua8i dan lIlen. ekatan disiplin yang sistematis UIltU

It 

(~8 management) pen lngkatkan efektivitas manajemell ris
ilto 

\Oovernanc ' gendalian ( kelol8. 
e processes) u t control) dan proses tata 

n uk me . . 
nlngkatkan kinerja entltas• 
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Terdapat 8 (delapan) tantangan yang harus dihadapi oleh 
para auditor internal pada abad 21 antara lain sebagai berikut: 

1. Risk- based Orientation 
Auditor internal harus merubah pendekatan dari audit 

seeara konvensional menuju audit berbasiskan risiko (risk based 
audit approach). Pola audit yang didasarkan atas pendekatan 
risiko yang dilakukan oleh auditor internal lebih difokuskan 
terhadap masalah parameter risk assesment yang diformulasikan 
pad a risk based audit plan. Berdasarkan risk assesment tersebut 
dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat membantu auditor 
internal untuk menyusun risk audit matrix. Dalam hal ini auditor 
internal perIu bekerja sarna dengan Divisi Manajemen Risiko, 
sehingga pelaksanaan audit berbasiskan risiko dapat berjalan 
lancar. Manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila 
menggunakan risk based audit approach, antara lain auditor 
internal akan lebih efisien & efektif dalam melakukan audit, 
sehingga dapat meningkatkan kinerja Departemen Audit internal 
(Satuan Pengawasan Intern). Auditor internal juga harus dapat 
berubah dari paradigm a lama (old paradigm) menuju paradigma 
baru (new paradigm), yang ditandai dengan perubahan orientasi 

dan peran profesi internal auditor. 

2. Global Perspective 
Auditor internal harus berpandangan luas dan dalam menilai 

sesuatu berdasarkan perspektif global (makro) bukan secara sempit 
(mikro). Pada era globalisasi saat ini, sudah tidak ada lagi batas
batas antar negara dalam menjalankan aktivitas organisasinya. 

Untuk menuju world class organization, maka kemampuan Sumber 
Daya Manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan. Oleh karen a itu, 

sudah saatnya para auditor internal mengambil gelar sertifikasi 
internasional, seperti Certified Internal Auditor (CIA), Certified 
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I 

I 

Fraud Examiner (CFE), Certified Information System Audit (elSA), 
Certified Risk Management Assurance (eRMA) dn, 

3. Governance Expertise 

Auditor internal ha I k ' , 1 , , rus me a sanakan pnnslp tata kelo a 
orgamsasl yang baik 't G A di' yru u ood Organization Governance (GOG), 

u tor Internal harus m miliki GOG k "e pengetahuan yang eukup tentang 
, arena auditor mternal t) pilar GOG I' merupakan salah satu dari 4 (empa 

, se aln Board of D' t d ExternalAud' Iree or, Senior Management an 
ztor, Auditor inte al ", 'al 

implement 'GOG rn memiliki peranan pentlng d am 
aSI Efektiv"1' d auditor I'nt I' I as slstem pengendalian internal an 
erna merupak 

implementasi GOG an salah satu kriteria penilaian dalaIll 
, Para aud't ' k kompetensi d' I or Internal harus mengguna an 

yang Imiliki da ' I 
sehingga dapat b 'I' nagar bekerja seeara profesl0na 

ernl al tambah ( dd ' Agar auditor' t \a ed value) bagi organisas1nya, 
In ernal bern'l 't t 

melakukan ases I al ambah, maka hendaknya dapa 
men atas' 

a 0' ' , peratlonal & qual't ~ , 
b 0' I Y elefctlVene 

, rganlzation Risk ss, 
c, Organization & 
d P process control 

, rocess & busine ' , ' 
e, Cost reduct' ss effiCiencies, 

Ion opport " 
f, Waste I' . unIties, 

e Imlnation 0 
g. Organizat' PPortunities, 

Ion governance efi t' 
4 71 ec Iveness, 

• echnologically Ad 
A d' ept 

u Itor internal h 
teknol ' arus sena t' Il 

OgI, terutama T kn n las a mengikuti perkembaIlga 

me Tk e 010' I 
S

. ml I i technology p {.'," gI nformasi. Auditor internal ha
rUs 

Istem I fi ro,zczenc' dit n ormasi (s y, mlsalnya ahli di bidang Au 
mendor ystem, Infc g 

S 
' ongparaauditor' ormation Audit), Hal inilah ya

Il 

elam itu a di' Internal m' ' CIS}\' 
d' b' d u tor Internal h engambll gelar sertifikasl 

1 lang teknologi (tech arus dapat menggunakan kemaIllpuaIl 
nolog' 1 ' / 70 zca 1 skills) untuk menganaliSlS 

mitigasi risiko, perbaikan proses (improve process) dan evaluasi 

efisiensi (upgrade efficiency), 

5. Organization Acumen 
Auditor internal harus memiliki jiwa entrepeneurship yang 

tinggi, sehingga mengikuti setiap perkembangan dalam proses 
aktivitas usaha (activity process), Pada masa lalu auditor internal 
lebih mengedepankan perannya sebagai watchdog, saat ini auditor 
internal diharapkan lebih berperan sebagai mitra organisasi 
(organization partner) bagi manajemen dan lebih berorientasi 
untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai 
pelanggan (customer satisfaction). Oleh karena itu, auditor internal 
bukan hanya mahir dalam bidang audit, namun perlu juga mahir 

dalam bidang usaha organisasi 

6. Creative Thinking & Problem Solving 
Auditor internal harus selalu berpikir kreatif, positif, dan 

inovatif serta lebih berorientasi pada pemecahan masalah, Untuk 
menjadi problem solver auditor internal memerlukan pengalaman 
bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi/unit kerja suatu 

organisasi. 

7. Strong Ethical Compass 
Auditor internal dalam menjalankan tugas harus mengikuti 

Standar Profesi Audit Internal serta menjaga kode etik profesi 
yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga dapat terhindar 
dari perilaku yang melanggar kode etik profesi. Selain itu, auditor 
internal juga harus mematuhi manual budaya organisasi yang 

ditetapkan oleh manajemen, 

8. Communication Skills 
Pekerjaan auditor internal berhubungan erat dengan unit 

organisasi lain, yaitu manajemen, komite audit, auditor eksternal 
(Kantor Akuntan Publik), oleh karena itu auditor internal harus 
menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain tersebut, 
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~alam hal ini, auditor internal perlu memiliki kemampuan dalam 
bldang komunikasi, baik lisan maupun tertulis. 

KESIMPULAN 

Untuk menjawab 8 (d I ) . t al h e apan tantangan tersebut para auditor 
m ern arus selalu menin k k dan keahli . g at an profesionalisme, pengetahuan, 

annya, sehingga dapat . k . dari wakt k menlng atkan kinerja organisasl 

u e waktu Bebera I k dilakukan 01 h di . . pa ang ah konkret yang dapat 
1 M lak e au tor Internal, antara lain: 
. e sanakan standar pr D . etik prOD . . 0 eSlOnal audit internal serta kode 

eSI yang dltetapk I h konsisten. an 0 e organisasi profesi secara 
, 

2. Senantiasa mengikuti 
organisasi yan perkembangan mutakhir lingkungan 

g sangat cepat t . pesat; ser a teknologi informasl yang 

3. Selalu menaikut· 
b 4 I perkemba & teknik dalam . t ngan terbaru tentang konsep 

In ernal aud· t· . 
berkeIruVutan (PPL) . 1 mg melalui Pendidikan Pro

fes1 

Internal Auditor (~~ pemegang gelar sertifikasi Qualified 

4. Selalu meningkatkan ke . . 
(communication sk.U) . mampuan di bidang komunl

kas1 

5. Be ah I S balk lisa rus a memperol h n maupun tertulis; 
audit, misalnya ClAe gelar sertifikasi internasional di bidang 
Sist p , CFE, CISA, eRMA dan lain-lain. 

em eng ur. awas Internal P . . . 
gensl mendesak unt k emerlntah (SPIP) dinilai mexn

ihki 

Intern p. u memperk J1 . emerlntah (APIP uat peran Aparat Pengawasa 
Internal d· ) serta m . a. au It dan ek t enlngkatkan sinergitas anta

r 

permas I h s ernal aud·t a a an pengaw I . Hal tersebut dikarena.ka.
J1 

pemerintah masih belu':::~ terhadap keuangan dan kinerj8 
Dalam Dndang_ Dnd rJalan dengan optimal 

pengawas . t ang SPIP d· si In ernal seca. Itegaskan peran dan fung 
ra Jelas S a.1 

72 . eorang pengawas intern 

harus mampu melaporkan program auditnya terkait dengan 
masalah keuangan dan mengungkapkannya serta mendorong 
tindaklanjutnya. "Seorang auditor internal akan disebut 
independen kalau memiliki keahlian untuk meghasilkan temuan 
auditnya, kemudian melaporkan sebagai laporan hasil audit". 

Undang-Undang SPIP merupakan landasan hukum yang 
komperhensif. Selain itu, penguatan peran APIP akan memberikan 
implikasi kepada BPK melalui rekomendasi yang diberikan APIP 
untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan. 

"Dalam melakukan pemeriksaan, BPK dapat menggunakan 
hasil pemeriksaan APIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 
Hasil pemeriksaan APIP akan digunakan sebagai rekomendasi 

yang bisa dilakukan untuk dilakukan pembenahan. 
Sinergitas internal dan eksternal audit juga harus 

memperhatikan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku 
masing-masing agar tidak terjadi standar yang bertentangan atau 
standar ganda yang akan mengakibatkan pelaksanaan audit di 
lapangan menjadi tidak maksimal sehingga optimalisasi kinerja 

entitas menjadi tidak tercapai. 
Sinkronisasi internal audit dan eksternal audit pada lembaga 

negara juga harus memperhatikan independensi pelaksanaan 
tugas masing-masing. Undang-Undang SPIP juga menekankan 
pada aspek akuntabilitas memiliki urgensi yang tinggi karena 
peran APIP selama ini masih belum efektif dan optimal oleh 
karena itu sangat diperlukan sinergi internal dan eksternal audit 

untuk mencapai peningkatan kinerja entitas. 
Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi 

pengawas internal pada saat ini, yaitu: 

1. independensi, 
2. profesionalisme, 

3. komunikasi. 
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Tiga hal inilah yang menyebabkan internal audit tidak 
kompeten dan efektif hasilnya, sehingga harus ada satu persepsi 
yang sama soal tugas dan fungsi internal dan eksternal audit 

Langkah- langkah yang harus diperhatikan agar terdapat 

si.ner~ int~rnal dan eksteral audit untuk mencapai optimalisasi 
kinerJa entItas. 

1. APIP harus dapat men' d . . ' ~aga an menlngkatkan Integrltasnya, 
dan menjadi role model . .. . k' penerapan etIka dan dlslphn eJa. 
Untuk mengoptimalkan kinerja entitas APIP perIu didukung 
oleh sistem yang b . t . ' . 'ki '. erln egrltas, metodologi yang juga memdl 
mte~I~, dijalankan dengan konsisten, serta kejelasan sikap 
pemlmpln, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun. 

2. APIP periu melakuk t 
B k 

an ransformasi peran pengawasannya. 
u an hanya seked 

t t " ar mencari kesalahan/ketidakpatuhan, 
e api Juga mencari ak . 
sol' b' ar permasalahan dan memberlkan 

USI per alkan ya fi . 
ng e ektlf melalui audit kinerja dan 

penugasan konsuitasi "APIP . 
strateaic b" . harus mulai berperan sebaga1 

() zsnzs partner d t . 
dan pim . an rusted advisor bagi manaJernen 

plnan, dengan m b . . 
dalam . em erlkan nilai tambah pada entltas 

pencapruan tu' 
3. APIP perIu . ~uan organisasi. 

menlngkatk 
Tidak hanya k an kemampuan para auditor-nya. 

emampuan dal b t pi juga pengetah am idang pengawasan, te a 
keloia dan pr uan dan pemahaman yang baik atas tata 

oses organi . s 
membangun k sasl pada auditee-nya. "APIP harU 
d ompetensi Pd' . ng apat memba .' en ldlkan, dan skill-nya, ya 

ngun slstem ta 
mampu memaham' d' ' memperbaiki operasional, ser 

4 P I Inam'k . erlu sinerg' I a organisasi. 
b k I antar-APIP . d n 

er olaborasi d I ' untuk berkoordinasl a 
. a am rangk Jlla 

meWUJudkan pem . a mencapai tujuan bersa 
erlntah . gi 

yang bersifat konstruktif an yang bersih dan efektif. Siner 
yang bersifat lint untuk menyelesaikan permasalahan 

as sektor I . g 
74 a , sebagai sarana untuk shar~n 

knowledge. Peran organisasi profesi auditor internal 
pemerintah menjadi krusial dalam membangun collaborative 
partnership. 

Optimalisasi Kinerja Entitas Melalui Sinergi Internal dan 

Eksternal Audit 

APIP dan Itjen sebagai internal audit memiliki tugas untuk 
mengawal dan mendampingi Perencanaan, Penganggaran, 
Pelaksanaan, evaluasi, Pelaporan, hingga Penyusunan kebijakan 
sedangkan eksternal audit sebagai pihak yang independen yang 
dapat meyakinkan bahwa laporan keuangan entitas adalah wajar 
tanpa pengecualian dan ditujukan kepada pihak pihak yang 
membutuhkan Iaporan audit harus dapat bersinergi dalam arti 
hasil temuan internal audit sebagai bahan masukan bagi eksternal 
audit untuk dilakukan program kerja audit eksternal dengan 
teknik-teknik audit yang diterapkan oleh eksternal audit. 

Peranan Auditor Pemerintah dalam Peningkatan 

Efektivitas Pengendalian Internal 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal31 Maret 2008 tentang 
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
yang menyatakan bahwa auditor pemerintah berwenang atas 
pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan 
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh 
lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat untuk 

kepentingan Menteri. 

P
. . LPND dalam upaya pemantauan terhadap Implnan . 

k
· . 't I'sasi yang ada dalam kendahnya. Pelaksanaan InerJa unl organ 

f 
. 1 kt t Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat ungsl nspe ora . . ., 

t 'd k t b t pada fungsi audit tapi Juga fungsl pemblnaan 
I a er a as . d' 

1 I n keuangan negara. Pengawasan Intern 1 
terhadap penge 0 aa 
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lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan 
oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 
kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan 

peman~au~ terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam 
kepemlmplnannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden 
melaksanakan tugas . . pemerlntahan dl bidang pengawasan 
keuangan dan pemban . gun an sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Sistem pengawa . 
d

.. san Internal pemerintah erat kaitannya 
engan keblJakan keu 

P al 58 angan negara sebagaimana diatur dalalll 

P
asb dahayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
er en araan Ne 

meningkatkan kin ~ara yang menyatakan bahwa, "dalam rangka 

keuangan el"ja, transparansi, dan akuntabilitas pengelo1aan 
negara, Presiden laku TT tur 

dan menyelenggarakan . se .n.epala Pemerintahan menga 

pemerintah slstem Pengendalian intern di lingkungan 
secara menyeluruh" S· akan 

efektifjika di dukun . Istem pengendalian intern 
g oleh penga . aaIl tugas dan fun . wasan Intern atas penyelenggar 

gSI, serta pe b' . teIll 
pengendalian' t. m lnaan penyelenggaraan SIS 

Inernlnt . 
Dalam P S ansI pemerintah. 

eraturan Me t . tur 
Negara No. Per/05/M Pa n erl Negara Pendayagunaan Apar~ a 
mengatur men .. ' n/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Jug 
AP genal Indep d . . an 

IP bertanggu. en enSI dari anggota APIP. PiInpln . 
ng Jawab k d . . saSI 

agar tanggung J'a b epa a plmpinan tertinggi organl . 
API' 'Va pelak . p iSI 

P ditempatka sanaan audit dapat terpenuhl. OS. 
dan n secara tep t . . . enSI, 

m~mperoleh dukun a Sehlngga bebas darl Inter"'. . 
organlsasi sehing gan yang memadai dari pimpinan tertlnggt 

melaksanakan pek
ga

. dapat bekerja sarna dengan auditi dan 
APIP h erJaan de 'kian, 

arus membin h ngan leluasa. Meskipun deIlll .t· 
terutam d a ubun aUdl 1 

. a alalll sal' gan kerja yang baik dengan . .. 
maslng 1 b lng lllelll h . aSlllg 

em aga. a anu di antara peranan III 
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Mulyadi (2002) mendefinisikan independensi sebagai 
"keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak 
lain, tidak tergantung pada orang lain" dan akuntan publik yang 
independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan 
tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar 
diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya 
dalam pemeriksaan. Sementara Arens, et al (2000) mendefmisikan 
independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara 
pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, 
evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan 
audit". Deis dan Groux (1992) dalam Alim et ale (2007) menjelaskan 
bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung 
pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan 
pelanggaran tergantung pada independensi auditor. 

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara. Pernyataan standar umum pertama SPKN 
adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan 
profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas 
pemeriksaan". Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini 
semua organisasi pemeriksa bertanggungjawab untuk memastikan 
bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang 
secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas ~e:s~but. Oleh 

k 
't ganl' sasi pemeriksa harus memlhkl prosedur arena I u, or , 

gangkatan pengembangan berkelanJutan, dan 
rekrutmen, pen' .., 

, 'ksa untuk membantu organlsasl pemerlksa 
evaluasl atas pemerl ,. . . 

t h kan pemeriksa yang memlhkl kompetensl 
dalam memper a an 

yang memadai. , 
'h empunyai pengetahuan, keterampIlan, 

Auditor arus m 
. l' ya yang diperlukan untuk melaksanakan 

dan kompetensl alnn " , ' 
, D' amping wajib memlhkl keahhan tentang 

tanggungJawabnya. IS 
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Sta~dar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, 
auditor harns memiliki k ahli , e an yang memadai tentang lingkungan 
pemerlntahan sesuai deng t " an ugas pokok dan fungsi unit yang 
dIlayanl oleh APIP Dal hal ' , ' am auditor melakukan audit terhadap 
slstem keuangan catatan ak ' 

di 
..' untansl dan laporan keuangan maka 

au tor waJlb mempun 'k ahli ' b'd akun ' yal e an atau mendapatkan pelatihan di 
1 ang tanSI sektor publik d il ' ' d akun' , an mu-Ilmu lainnya yang terkrot 
engan tabilitas auditi, Auditor h ' 

profesionalny d arus menggunakan keahhan 
a engan cermat d k 

care) dan secar h t' h ' an se sarna (due professional 
a a 1- at! (prud t\ d 1 

professional care d t d' en -J a am setiap penugasan, Due 
apa Iterapkan dal' ' al 

(professional J'ud ~\ am pertImbangan profeslOn 
gement~, meski d' ' 

kesimpulan yang t'dak pun apat saJa terjadi penarlkan 
I tepat ketik d' 

seksama (PER/05/M PiAN a au It sudah dilakukan dengan 
, fi 103/2008) 

Agar tercipta kiner' a " 
memiliki kriteria tert tJ aud~t yang baik, rnaka APIP harus 

en u darl t' 
untuk merencanakan audi ~e lap auditor yang diperlukan 
auditor dan untuk t, mengIdentif'Ikasi keutuhan profesional 

d
' mengembangk ' 

au It, Kompetensi tek ' an teknik dan metodolog
l 

d 
nls yang har d' " , ' 

pa a umumnya ad I h us Imlhkl oleh setiap audItor 
, a a aud't' ' 

pemerlntahan dan k ,I lng, akuntansi, administrasl 

k hI' omunlkasi A d' ea Ian profesional . u Itor harus menggunakan 
.~ , nya denga pro,esszonal care) d n cermat dan seksama (due 

an secara h t' , ' 
penugasan, Pengguna k a I-hatt (prudent) dalam setlap 
(due p .~ , an eahlian ro,eszonal care) .. secara cermat dan seksaIlla 
tug mewaJlbkan d' asnya secara seri . . au Itor untuk melaksanakan 
den ~s, tehb d 

gan mempertimbangk ' an menggunakan kemampuaJl 

tugas di an prott . au t, Penting ba' , eSlonalnya dalam melaksanakaJl 
profe . gI audItor sszonal care dalam p k ' UDtuk mengimplementasikan due 
standard f e erJaan d' o care untuk d' au Itnya. Hal ini dikarenakaJl 
berdasarkan k au Itor b ' d' , ekerasan ko ku erplndah target yaitu meJlja I 
audIt yang t" nse ens' d ' ' InggI tidak me' , 1 arl kegagalan audit. Kuabta5 

l1Jamln d d ri 78 apat melindungi auditor a 

kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah 
keras (Kadous, 2000). 

BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara, mewajibkan untuk auditor yang melaksanakan 
pemeriksaan pada lembaga pemerintah harns memiliki pengalaman 
yang cukup dalam melakukan tugasnya. Rahmawati dan Winarna 
(2002), dalam risetnya menemukan fakta bahwa pada auditor 
terdapat adanya expectation gap yang terjadi karena kurangnya 
pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas 
pada bangku kuliah saja. Namun Djaddang dan Agung (2002) 
dalam Rahmawati dan Winarna (2002) menjelaskan auditor ketika 

mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu 
pengetahuan dan pengalaman. Karena berbagai alasan seperti 
diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai 
suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, 
dalam hal ini adalah kualitas auditnya (Singgih dan Icuk, 2010), 

Koroy (2005) menjelaskan bahwa auditor yang kurang 
berpengalaman mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi 
dalam menghapuskan persediaan dibandingkan auditor yang 

berpengalaman. Auditor dengan tingkat pengalaman yang 
hampir sama (memiliki masa kerja dan penugasan yang hampir 
sama) ternyata memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan 
sangat bervariasi (Puspa, 2006). Libby (1995) dalam Koroy (2005) 
mengungkapkan bahwa berbagai penelitian auditing menunjukkan 
bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin mampu 
dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang 

semakin kompleks (Libby, 1995). 
Mulyadi (1992) menegaskan bahwa tugas seorang auditor 

internal adalah "menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan 

efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi". Peranan 
auditor dalam Standar Pekerjaan Lapangan diatur bahwa peran 

APIP diatur dalam adalah untuk mendeteksi adanya kelemahan 
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sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan 
(abuse). Selain itu aud't h . . . . . ' I or arus mempertImbangkan rIsIko 
teI"Jadinya kecurangan (~ d) ", au yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap tujuan audit Fakt c. " 

h 
. . . or-laktor terJadlnya kecurangan yang 

arus diperhatikan 01 h di '. e au tor adalah keinginan atau tekanan 
yang dialami seseorang untuk 1 me akukan kecurangan kesempatan 
yang memungkinkan te· . ' 

l"jadinya kecurangan dan sifat atau alas an 
seseorang untuk melakuk ' 
bisa terJ'ad' t t " an kecurangan. Ketidakpatutan (abuse) 

I e apI tldak d 1 
P

erundang d a a pe anggaran terhadap peraturan 
-un angan A d' 

terjadinya ket'd k . U Itor harus mempertimbangkan risiko 
I a patutan (b ) 

signifikan terhad . a Use yang berpengaruh secara 
ap tUJuan aud't M'd' harus mempert' b I. esklpun demikian, au Itor 

1m angkan sec h" . . 
ketidakpatutan ( b " ara atI-hatI karena terJadInya 

a use) Inl b 'c. 
menggunakan p t' erSllat subjektif. Auditor harus 

er Imbang . 
kemungkinan d an profesional untuk mendetekSI 

a anya ketid k 
perundang-undan a patuhan terhadap peraturan 

gan, kecuran d 
Struktur pengendali . gan an ketidakpatutan. 

yang diterapkan u t k an Intern adalah kebijakan dan prosedur 
n U memb 'k g memadai bahwa t . erl an keyakinan (assurance) yan 

2 UJuan terte tu · A v 
001). Sedangkan P n satuan usaha akan dicapai (Sp~ , 

tentang Sistem P eraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 
S' engendali ' 

Istem Pengendal' an Intern Pemerintah menjelaskall 
tindak Ian Intern ad I h da an dan kea;at a a proses yang Integral pa 
pi' b" anyangd'l k I b 

mpInan dan selur h I a ukan secara terus menerus 0 e 
memadai atas tercap~ peg~wai untuk memberikan keyakinall 

efektif dan efisien kea yda tUJuan organisasi melalui kegiatan yallg 
aset neg n alan p 1 a.Il ara dan ket e aporan keuangan pengaIlla.n 
undan aatan t h g" gan, er adap peraturan perunda.ll 

, Dalam ran k 
Intern g a Illenci t k I' Il 

yang efektif di P a an struktur pengenda la 
perlukan d' b ga. 80 au Itor internal pada leIll a 

pemerintahan yang disebut dengan APIP, APIP memiliki tanggung 
jawab penuh dalam melaksanakan tugas pemeriksaan intern yaitu 
mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta 
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
kecurangan dan ketidakpatutan. Pemeriksaan intern merupakan 
kegiatan yang dipergunakan untuk menilai apakah kebijakan 
yang ditetapkan oleh organisasi telah dilaksanakan dengan tepat 
dan apabila terdapat penyimpangan maka pengawas intern harus 
segera melakukan tindakan koreksi agar tujuan organisasi dapat 
tercapai. 

Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan 
maka APIP diwajibkan untuk memiliki pemahaman atas sistem 
pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah 
prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan 
diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan sistem 
pengendalian intern digunakan untuk menentukan saat dan 
jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam 
pelaksanaan audit. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan 
pengujian atas sistem pengendalian intern auditi dalam prosedur 
auditnya. Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat 
dilakukan melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi 
catatan dan dokumen, atau mereviu laporan pihak lain (PER/05/M. 

PAN/03/200B). 
Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Sinergi Pengawasan 

Pelayanan Publik Ombudsman RI bersama Aparatur Pengawasan 

Internal Pemerintah 
Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) 

d k Konvensi Nasional Pengawasan Pelayanan Publik . 
menga a an 

L b 
. d nden pengawasan maladministrasi mengupayakan 

em agaIn epe 

b 
. ergl' dengan aparatur pengawasan internal 

mem angun sin 
. h (APIP) dalam upaya pencegahan maladministrasi 

pemerlnta 
instansi pemerintah 
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Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit 
organisasi di Iingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Kementerian Negara L b N ' , em aga egara dan Lembaga Pemenntah 
Non Departemen yang , mempunyal tugas dan fungsi melakukan 
pengawasan dalam Ii ku k ng p ewenangannya, 

Inspektorat Jenderal merupakan APIP untuk melakukan 
pengawasan pada u 't 'd" , , , nl -unit ilmgkungannya, Fungsi APIP saat 
Inl, sepertI tercant d I 
T h 2 

um a am Peraturan Pemerintah (PP) No, 60 
a un 008 tentang Si t 

(SPIP) APIP s em Pengendalian Intern Pemerintah 
, mempunyai r I' , 

memonito d uang Ingkup melakukan audit, remew, 
r an mengevalu 'k' , dari mas' , aSI InerJa atau pelaksanaan kegiatan 

mg-maslng kem t ' 
daerah (pemda). en erlan/lembaga (K/L) dan pemerintah 

APIP berperan seba ai ' " ' 
peranan yang vital dal:m ~ditor atau pemeriksa. APIP memfuki 
dalam melakuk p mberantasan korupsi, khususnya 

an pengawa ' 
tugas dan fungs' , , san Internal atas penyelenggaraan 

I Instansl p , ' 
review, evaluas' emerlntah melalui kegiatan audIt, 

I, pemantauan d k . 
Sementara Ombud an egIatan pengawasan lainnya. 

sman RI her . 
melalui pengaw peran dalam pencegahan korupSl 

asan malad '.. ' k 
melakukan malachni ' mlnlstrasl. Bila aparatur tlda 
, , nlstrasi k ' 

slgnlfikan, ' orupsi pun akan berkurang secara 

Menarik men ' Ylmak ko 
memandang Ombud mentar beberapa pihak yang 
reI sman RI d A yang berbeda da " an PIP seolah berjalan dalaIll 

d AP n seJatIny t'd I an IP diibaratkan ' a I ak bertemu. Ombudsman R 
meng k meskl mem'l'k· pIP guna an keret I I I tujuan yang sama, A 
bus M k' a sedangk : es Ipun tujuann an Ombudsman menggunakan 
korldorny , ya sama h 1 III a maslng-masin ' anya apabila berjalan da a 
hUkan ma al h g maka tu; , ' lni 
d 

s a ego sekt I lIuan Instansi akan tercap81, 
alam kaidah k ora. Melaink ' k' un 

h 
ata mel't\;l~l_! an Instansi yang mes IP 

omopho h ~fungs· . ne, omograf _ sa I pengawasan-secara homontrn, 
ma-teta ' k n 82 PI pengawasan yang dilaku a 

Ombudsman RI dan pengawasan yang dilakukan auditor adalah 
dua karakter pengawasan yang herbeda, 

Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Ombudsman 

Pernah beberapa kali dimuat dimedia massa, baik media 
online maupun media cetak, tentang kedudukan dan fungsi BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan) dalam hal pengawasan keuangan 
negara, Ada beberapa pendapat yang menyarankan BPKP 
digabungkan dengan BPK dengan alas an terjadinya duplikasi 
fungsi audit, Secara sederhana bisa dikatakan, pihak-pihak 
tersebut meyakini bahwa fungsi BPK dan BPKP sarna, sehingga 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dus pemborosan 

anggaran negara. 
Pandangan tersebut memberikan informasi yang tidak 

lengkap, Kekeliruan yang ditimbulkan (misleading) dikhawatirkan 
membentuk opini publik yang tidak tepat, karena telah 
mencarnpuradukkan fungsi lembaga internal auditor dan eksternal 

auditor pemerintah. 
Fungsi keduanya meskipun sama-sama menyandang kata 

lembaga 'pengawas' dan sarna-sarna 'auditor': fungsi lembaga 
internal auditor dan eksternal auditor sangat berbeda, Auditor 
eksternal menyandang fungsi atestasi terhadap akuntabilitas 
pemerintah, artinya memberikan pendapat terhadap kelayakan 
suatu ertanggungjawaban pemerintah (attestation function). 

Sedan:kan internal auditor berfungsi sebagai 'menilai kualitas' 

(quality assurance) yang memban~u pemerintahan ~ala~ 

1 n manaiemen pemerlntahan untuk menJamin 
penye enggaraa II , 

, f' I'ensi dan efektivitas serta memenuhI syarat 
tercapalnya e IS , . 

an negara yang hemat dan cermat , Jadi fungsl 
penggunaan anggar " 
keduanya tidak saling menggantikan tapi salIng melengkapl, 
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BPK ada lah lembaga negar a di luar ek sekutif yang 
kedudukannya sejajar dengan Presiden, DPR dan MA, Sedangkan 

BPKP adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, 

Jadi, BPKP adalah bagian dari eksekutif, Konsekuen sinya, 

hasil laporan BPK disampaikan ke DPR, sedangkan BPKP 

menyampaikannya ke Presiden, karen a mema ng membantu 
Presiden dalam meng , I awaSI penyelenggaraan pemerintahan, Je as 
sekali bedanya Wala d" , upun emlklan, Output keduanya sama-
sarna Laporan hasil a d't 0 ' , U I , utcome keduanya adalah sama, yaltu 
terwUJudnya good governance, 

Sedangkan Omb d ' 
d I ' u sman RI menjadi lembaga penunJang 
a am menJalankan fun ' 'k o b d gSI pengawasan terhadap pelayanan pubb ' 
m u sman RI ditinjau, t 

d 'b menu rut hlrarki kelembagaan pada saa 
I entuk berdasarkan K " 

N eputusan Presiden Republik Indonesta 
omor 44 Tahun 2000 T 

secara h ' k' 0 entang Komisi Ombudsman Nasional, 
Irar I mbudsm ' 

dalam kat' an Republtk Indonesia termasuk ke 
egon organ la ' d 

hukum Omb d PIS ua kelompok ketiga, Setelah dasar 
u sman Rep brk 

Undang-U d u I Indonesia diubah berdasarkan 
nang Nomor 37 T h 

Republik Indon ' k a un 2008 t entang Ombudsman 
eSla, edud k ' b'h 

kuat, Berdasark u an Ombudsman RI menjadl Ie I 
dikategorikan s:~ undang-undang ini, Ombudsman RI dapat 

agal organ I ' al 
lembaga negara k I aplS dua atau di sebut sebag 

e ompok kedua 
Fungsi Ombudsman R ' , 

pelayanan publik epubhk Indonesia sebagai pengawas 

d merupakan I h ' dan 
goo governance mel I " sa a satu upaya perwuJu 

bl 'k a UI ttga u ' l'taS pu I , kepastian h k nsur pokok yaitu a kuntabl I 
b uUmda t 

erfungsi mengawa ' n ransparansi publik, Ombudsman 
d' I Sl penyele g 
Ise enggarakan oleh P nggaraan pelayanan publik yan 

b 'k d' enyelen h n al I PUsat maupun d' ggara Negara dan pemerinta a 
oleh B d I daerah t kan 

a an Usaha M'I'k N ermasuk yang diselenggara 
I I ega B d ra, ad an Usaha Milik Daerah, an 
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Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan 
ya ng diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, 

Tanggungjawab utama auditor eksternal adalah memberikan 
opini atas kewajaran pelaporan keuangan instansi, terutama dalam 
penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode , 
Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, 
baik di da lam maupun di lua r organisasi, antara lain untuk 
melihat seberapa besar tingkat r eliabilitas laporan keuangan 
ya ng disajikan oleh instansi tersebut, 

Sementara, tanggung jawab utama auditor internal tidak 
terbatas pada pengendalian internal, namun juga melakukan 

eva lu asi desa in dan implementasi pengenda lian internal , 

manajemen risiko, dan governance dalam pemastian pencapaian 
tujuan instansi. Selain tujuan pelaporan keuangan, auditor internal 
juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan 
instansi terhadap ketentuan perundang-undangan dan kontrak, 
termasuk ketentuan-ketentuan internal instansi, 

Sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas 

dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat, Ombudsman 

RI membangun sinergi dengan APIP da lam upaya akselerasi 
' dk good governance, Meskipun Ombudsman memang mewuJu an 

tida k melakukan audit seperti ya ng dilakukan APIP, dan 
kedudukan Ombudsman yang merupakan lembaga independen 

, 'd d'bawah eksekutif (presiden) sementara APIP yang t ldak bel a a I ", 
, 't al merupakan bagta n darl eksekutlf 

sebagal pengawas m ern " 
, 'd k b' dibangun suatu sinergi, Meialul Konvensl 

bllkan berartl tt a Isa 
, ' 0 budsman RI-Aparatur Pengawasan 

Nasional Smergltas m , " " ' 
, h 0 budsman mengmlslasl smergl lembaga-

Interna l Pemermta, m , 'k d k t' 
Tk ' fllngsi pengawasan Identl men e a I 

lembaga yang meml I I , " 
lebih efektif dan leblh efl slen, 

unifikasi lembaga yang 
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d. Pembicara dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Fasilitasi 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asal Daerah 
(PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur 

Demikianlah Biodata ini disajikan secara urut waktu 
dengan sejujur-jujurnya sampai dengan tanggal: 15 May 2017 Jika 
ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan 
seperlunya. 
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